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PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR
BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI

Oleh:
Dely Bunga Saravistha1

Abstract
The integration of mediation by the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on 
Mediation Procedure Court (hereinafter called Perma 1 of 2008) has given new 
duties and responsibilities of judges, which in addition to being a judge is also 
required to perform the function of mediator. Mediator and Judge are both legal 
profession, each of which has a Code of Ethics and professional characteristics. 
This research is a normative law, the legal research that lay down the law as 
a system of building norms in the form of principles, norms, rules of law, court 
decisions, agreements and doctrines of experts. The Regulation existence in 2008 
has made judges have dual roles that are mutually contradictory. The impact of 
the position and the dual role of judges in the courts is an accumulation of case 
files still occur because of the number of judges is not proportional to the intensity 
of incoming cases and also due to judges who dominate the judicial mediation 
process is still very rare to see success. So that the existence of mediation only 
be impressed stalling settling disputes.

Keywords: Dual Role of Judges, Judicial Mediator, Code of Professional 
Ethics

Abstrak
Peng�ntegras�an med�as� melalu� Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Prosedur Med�as� Pengad�lan (selanjutnya d�sebut Perma 1 tahun 
2008) telah member�kan tugas dan tanggung jawab baru bag� hak�m, yang sela�n 
menjad� hak�m juga d�butuhkan untuk melakukan fungs� med�ator. Med�ator dan 
Hak�m keduanya profes� hukum, mas�ng-mas�ng yang mem�l�k� Kode Et�k dan 
karakter�st�k profes�onal.
Penel�t�an �n� merupakan penel�t�an hukum normat�f, penel�t�an hukum yang 
meletakkan hukum sebaga� s�stem norma bangunan dalam bentuk pr�ns�p-pr�ns�p, 
norma, aturan hukum, keputusan pengad�lan, perjanj�an dan doktr�n ahl�.
Keberadaan Perma pada tahun 2008 telah membuat hak�m mem�l�k� peran 
ganda yang sal�ng bertentangan. Dampak dar� pos�s� dan peran ganda hak�m 
d� pengad�lan merupakan akumulas� dar� dokumen kasus yang mas�h terjad� 
karena jumlah hak�m t�dak seband�ng dengan �ntens�tas kasus yang masuk dan 
juga karena hak�m yang mendom�nas� proses med�as� perad�lan mas�h sangat 
jarang untuk mel�hat keberhas�lan. Seh�ngga keberadaan med�as� hanya terkesan 
mengulur-ulur Sengketa menetap.

Kata Kunc�: Peran Ganda Hak�m, Med�ator Yud�s�al, Kode Et�k Profes�onal
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I.  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

Hak�m sebaga� subs�stem d� 
lembaga perad�lan merupakan pelaku 
�nt� yang seharusnya secara fungs�onal 
melaksanakan tugas kekuasaan 
kehak�man. Hak�kat kekuasaan 
kehak�man mem�l�k� p�lar yang terd�r� 
dar� badan perad�lan yang d�tegakkan 
sesua� hukum pos�t�f, aparatur penegak 
hukum ya�tu hak�m �tu send�r�, pan�tera, 
juru s�ta, dan tenaga non hak�m la�nnya 
dan sarana hukum ba�k hukum mater��l 
maupun form�l (acara).

Dalam melaksanakan tugasnya 
sebaga� hak�m, maka haruslah 
d�paham� mengena� ruang l�ngkup 
tugas dan kewaj�ban hak�m dalam 
pengaturan hukum pos�t�f d� Indones�a. 
Seh�ngga seorang hak�m akan mampu 
bers�kap leb�h profes�onal dalam 
menjalankan profes� sekal�gus mata 
pencahar�annya sebaga� hak�m dengan 
tetap melaksanakan ketentuan yang 
d�amanatkan juga dalam Kode Et�k 
Profes� Hak�m.

Dalam hukum pos�t�f mengena� 
kekuasaan kehak�man d� Indones�a 
ya�tu Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehak�man Pasal 1 but�r (5) dan (7) 
d�atur mengena� ruang l�ngkup hak�m, 
ya�tu Mahkamah Agung dan hak�m 
pada badan perad�lan yang berada d� 
bawahnya ba�k d� perad�lan umum, 
perad�lan agama, perad�lan m�l�ter, 
perad�lan tata usaha negara dan hak�m-
hak�m d� l�ngkungan perad�lan khusus 
yang berada d� l�ngkungan perad�lan 
yang sama, serta hak�m d� Mahkamah 
Konst�tus�.

Perkara yang menjad� 
kewenangan d� pengad�lan neger� pada 
pokoknya ada dua ya�tu perkara p�dana 
dan perdata. Hak�m yang berada d� 
l�ngkungan perad�lan tersebutlah 
yang menangan� penyelesa�an atas 
kedua jen�s perkara tersebut. Hal 
�n� d�sebabkan karena hak�kat tugas 
pokok hak�m adalah mener�ma, 
memer�ksa, mengad�l�, memutuskan, 
dan menyelesa�kan set�ap perkara 
yang d�ajukan ke pengad�lan.

Khususnya dalam hal 
penyelesa�an perkara perdata d� 
pengad�lan. Sejak peng�ntegras�an 
med�as� ke dalam s�stem acara perdata 
d� pengad�lan melalu� Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Prosedur Med�as� d� 
Pengad�lan (selanjutnya d�sebut 
Perma 1/2008), tugas dan fungs� 
hak�m menjad� bertambah. Bahkan, 
t�dak hanya menjad� tugas hak�m d� 
l�ngkungan pengad�lan t�ngkat pertama 
saja. Med�as� yang d�kenal dengan 
med�as� yud�s�al �n� juga dapat d�ajukan 
d� t�ngkat band�ng, kasas�, bahkan 
sampa� ke pen�njauan kembal�.2

Tujuan dar� peng�ntegras�an �n� 
adalah untuk mengurang� penumpukan 
berkas perkara d� pengad�lan. Namun, 
pada kenyataannya proses med�as� 
yud�s�al menyebabkan tugas hak�m 
bertambah karena d�dom�nas� oleh 
penggunaan med�ator hak�m.3 
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Padahal d� l�ngkungan perad�lan juga 
tersed�a med�ator dar� kalangan non 
hakim, yang telah memiliki sertifikat 
mediator. Kepemilikan sertifikat 
tersebut menunjukkan kelayakan 
dalam menjalankan fungs� sebaga� 
med�ator.

Keberadaan Perma 2008 
bertujuan untuk mengurang� 
penumpukan berkas perkara d� 
pengad�lan. Seh�ngga proses 
penyelesa�annya dapat mewujudkan 
Asas Tr� Log� Perad�lan ya�tu 
Sederhana, Cepat dan B�aya R�ngan. 
Efekt�f atau t�daknya �mplementas� 
dar� Perma 1/2008 �n�, akan d�anal�s�s 
melalu� struktur hukum, substans� 
hukumnya, sarana dan prasarana dan 
budaya hukum.

1.2 Perumusan Masalah
Hal �n� menar�k untuk d�tel�t� 

dan d�an�l�s�s leb�h lanjut berdasarkan 
ura�an latar belakang yang telah 
d�kemukakan d�atas, maka d�angkat 
dua permasalahan ya�tu:
1. Baga�mana pengaturan dalam 

substans� Perma 2008 yang 
mengena� tugas dan fungs� 
hak�m sebaga� med�ator yang 
ter�nd�kas� menyebabkan peran 
ganda hak�m? 

2. Baga�manakah dampak 
keberadaan Perma 1/2008  
terhadap tugas dan fungs� 
hak�m dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehak�man terka�t 
Kode Et�k Profes�?

1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahu� dan 

menganal�s�s pengaturan dalam 
Perma 1/2008  mengena� tugas 
dan fungs� hak�m sebaga� 
med�ator yang ter�nd�kas� 
menjad� penyebab peran ganda 
hak�m. 

2. Untuk mengetahu� dan 
menganal�s�s secara leb�h 
mendalam mengena� dampak 
keberadaan Perma 1/2008  
terhadap tugas dan fungs� hak�m 
dalam hukum pos�t�f yang 
mengatur tentang Kekuasaan 
Kehak�man terka�t Kode Et�k 
Profes�.

II.  METODE PENELITIAN
2.1  Jenis Penelitian

Penul�san jurnal �n� menggunakan 
metode penel�t�an normat�f. D�mana 
yang d�maksud dengan penel�t�an jen�s 
�n� adalah yang menempatkan hukum 
sebaga� sebuah bangunan s�stem norma 
ba�k �tu asas, norma, ka�dah hukum, 
putusan, pengad�lan, perjanj�an serta 
doktr�n para ahl� hukum.

Peter Mahmud member�kan 
definisi terhadap penelitian normatif 
sebaga� penel�t�an yang bertujuan 
menemukan aturan hukum, pr�ns�p-
pr�ns�p hukum, maupun doktr�n hukum 
guna memecahkan permasalahan hukum 
yang ada. Has�l dar� proses penel�t�an �n� 
adalah berupa argumentas�, teor� atau 
konsep baru sebaga� suatu preskr�ps� 
untuk pemecahan suatu masalah.4
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2.2 Jenis Pendekatan
Dalam penel�t�an, d�gunakan 

beberapa jen�s pendekatan, antara 
la�n:
1. Pendekatan Fakta atau The Fact 

Approach, ya�tu dengan mel�hat 
pada kenyataan yang terjad� 
setelah 

 keberadaan Perma 1/2008  
yang menyebabkan perubahan 
tugas dan fungs� hak�m dalam 
penyelesa�an perkara d� 
pengad�lan.

2. Pendekatan Perband�ngan atau 
Comparative Approach, ya�tu 
dengan jalan memband�ngkan 
tentang tugas dan fungs� hak�m 
dalam menjalankan amanat 
Kekuasaan Kehak�man dan 
juga menjalankan Kode Et�k 
Profes�nya sebelum keberadaan 
Perma 1/2008 dengan keadaan 
setelah keberadaan Perma 
1/2008, d�mana sebaga� seorang 
med�ator hak�m juga waj�b 
mentaat� Kode Et�k Profes� 
Med�ator.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Umum tentang Peran 

Ganda Hakim, Mediator dan 
Kode Etik Profesi
Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 

(5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehak�man 
diberikan definisi tentang hakim. 
Hak�m adalah hak�m pada Mahkamah 
Agung dan hak�m pada badan perad�lan 
yang berada d� bawahnya dalam 

l�ngkungan perad�lan umum, perad�lan 
agama, perad�lan m�l�ter, l�ngkungan 
perad�lan tata usaha negara dan hak�m 
pada perad�lan khusus yang berada 
dalam l�ngkungan perad�lan tersebut.

Tugas pokok dar�pada 
pengad�lan sebaga� penyelenggara 
Kekuasaan Kehak�man adalah 
mener�ma, memer�ksa da mengad�l� 
serta menyelesa�kan set�ap perkara 
yang d�ajukan kepadanya.5 D� dalam 
banyak l�teratur d�nyatakan bahwa 
tugas pokok dar�pada hak�m adalah 
mener�ma, memer�ksa dan mengad�l� 
serta menyelesa�kan set�ap perkara 
yang d�tujukan padanya. Dar� s�n� 
terl�hat bahwa tugas perad�lan sama 
dengan hak�m karena kedua hal �n� 
t�dak mungk�n d�p�sahkan.6

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Perma 
1/2008 ditentukan mengenai definisi 
med�ator, ya�tu p�hak netral yang 
membantu para p�hak dalam proses 
perund�ngan guna mencar� berbaga� 
kemungk�nan penyelesa�an sengketa 
tanpa menggunakan cara memutus 
atau memaksa sebuah penyelesa�an. 
Med�ator hak�m adalah hak�m yang 
d�p�l�h oleh para p�hak (Pasal 8 Perma 
1/2008) atau yang d�tunjuk oleh Ketua 
Majel�s Hak�m untuk menjalankan 
fungs� med�ator dan merupakan 
seorang Sarjana Hukum (Pasal 11 
Ayat (5) dan (6) Perma 1/2008).
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5  Mustofa W�ldan Suyut�, 2013, Kode Etik 
Hakim, Kencana, Jakarta, hlm. 55

6 Soed�kno Mertokusumo, 2009, Hukum 
Acara Perdata Indonesia (Edisi 
kedelapan), Yogyakarta, L�berty 
Yogyakarta, hlm. 117.
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Tugas dar� med�ator hak�m t�dak 
la�n adalah menangan� penyelesa�an 
sengketa perdata yang masuk ke 
pengad�lan neger� atau pengad�lan 
t�ngkat pertama secara dama� (Pasal 
4 Perma 1/2008) dengan atau tanpa 
memiliki sertifikat mediator. Namun, 
hal yang menar�k dar� med�ator hak�m 
dan banyak d�sorot� dan d�kr�t�s� 
adalah tugas la�n dar� med�ator hak�m 
dalam kapas�tasnya sebaga� hak�m, 
ya�tu member�kan penyelesa�an 
secara ajud�kas�. Seh�ngga sejak 
peng�ntegras�an Perma 1/2008 
telah terjad� kond�s� yang membuat 
hak�m mem�l�k� peran yang ganda. 
Peran ganda �n� menjad� �nd�kas� 
berkurangnya kepercayaan publ�k 
terhadap konsep fundamental s�stem 
perad�lan.7

Kode et�k profes� adalah kompas 
yang akan menunjukkan arah bag� 
suatu profes� dan sekal�gus menjam�n 
mutu moral �nd�v�du profes� �tu d� mata 
masyarakat. Dalam konteks profes�, 
kode et�k mem�l�k� karakter�st�k antara 
la�n:8

a. merupakan produk et�ka terapan 
Karena d�has�lkan berdasarkan 
penerapan pem�k�ran et�s atas 
suatu profes� tertentu;

b. dapat berubah ataupun d�ubah 
se�r�ng dengan perkembangan 
jaman sepert� adanya kemajuan 
�lmu pengetahuan dan tegnolog�. 
Dampak negat�fnya adalah 

ser�ng kal� men�mbulkan 
penyalahgunaan yang 
meresahkan masyarakat dan 
memb�ngungkan profes� �tu 
send�r�;

c. t�dak akan berlaku efekt�f b�la 
keberadaanya hanya d�letakkan 
beg�tu saja dar� atas (ya�tu 
pemer�ntah atau �nstans� la�n) 
sebab t�dak akan d�j�wa� oleh c�ta-
c�ta dan n�la�-n�la� yang h�dup 
dalam kalangan �tu send�r�;

d. merupakan has�l dar� self-
regulation atau pengaturan 
d�r� dar� �nternal kalangan 
profes� �tu send�r�. In� bertujuan 
untuk mewujudkan n�la�-n�la� 
moral yang d�anggap pal�ng 
fundamental, yang penerapannya 
t�dak dapat d�paksakan dar� luar;

e. tujuan utama keberadaannya 
adalah untuk mencegah 
terjad�nya per�laku yang t�dak 
et�s dar� kalangan profes� �tu 
send�r�. In� adalah alasan adanya 
ketentuan waj�b lapor tentang 
pelanggarannya.

Dalam Kode Et�k Hak�m atau 
Kode Kehormatan Hak�m, seorang 
pengemban profes� �n� d�tuntut untuk 
mem�l�k� s�fat-s�fat tertentu, salah 
satu yang terpent�ng adalah mampu 
memutus berdasarkan hat� nuran�.9 
Namun sepert� telah d�ungkapkan 
sebelumnya bahwa keberadaan 
Perma 1/2008  telah membuat hak�m 
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9 Pengayoman Hak�m ya�tu tentang: Kode 
Kehormatan Hak�m atau Kode Et�k 
Hak�m.

7  A. Syukur Fatah�llah, Mediasi Yudisial 
Di Indonesia, Op. Cit., hlm. 39

8 Sumaryono, 2012, Etika Profesi Hukum: 
Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, 
Kan�s�us, Yogyakarta, hlm. 147.
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berhadapan dengan dua Kode Et�k 
sekal�gus. Seh�ngga sangat sul�t ket�ka 
seseorang harus tunduk dan mentaat� 
dua kode et�k sekal�gus. Apalag� s�fat 
dar� kedua peranan �tu sangat bertolak 
belakang.

3.2 Tugas dan Fungsi Hakim 
Sebagai Mediator Dalam Perma 
1/2008 yang Menyebabkan 
Terjadinya Peran Ganda
Sebelum perkara perdata 

d�selesa�kan secara l�t�gas� melalu� 
proses pers�dangan. Maka waj�b 
terleb�h dahulu melalu� proses med�as� 
yud�s�al agar t�dak menyebabkan 
putusan menjad� batal dem� hukum. 
Med�as� yud�s�al d�lakukan oleh 
med�ator yud�s�al yang terd�r� dar� 
semua kalangan hak�m dan dar� luar 
kalangan hak�m.

Tugas dan fungs� hak�m dalam  
Perma 1/2008  adalah menangan� 
penyelesa�an sengketa perdata yang 
masuk ke pengad�lan neger� atau 
pengad�lan t�ngkat pertama (Pasal 
4 Perma 1/2008) dengan atau tanpa 
memiliki sertifikat mediator. Jadi 
kepemilikan sertifikat hanya menjadi 
syarat mutlak yang hanya d�haruskan 
bag� med�ator non hak�m saja.10

Tugas dan fungs� hak�m sebelum 
keberadaan Perma 1/2008 adalah yang 
d�amanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehak�man, antara la�n:
a. Menjalankan perad�lan dengan 

menjunjung t�ngg� asas 
penyelenggaraan perad�lan 

ya�tu Dem� Kead�lan yang 
Berketuhanan Yang Maha Esa, 
Pancas�la, selalu d�landasa� atas 
undang-undang, Asas Tr� Log� 
Perad�lan (Pasal 2).

b. Menjaga kemand�r�an perad�lan 
(Pasal 3).

c. Mengad�l� dengan t�dak 
membedakan orang dan selalu 
membantu para justiabellen 
mengatas� segala r�ntangan dan 
hambatan untuk mewujudkan 
asas Tr� Log� Perad�lan (Pasal 
4).

d. Menggal�, meng�kut�, dan 
memaham� n�la�-n�la� hukum 
dan rasa kead�lan yang h�dup 
dalam masyarakat (pasal 5 Ayat 
(1). Dalam UUKK Nomor 4 
Tahun 2004 mengad�l� menurut 
hukum dan t�dak membeda-
bedakan orang (pasal 5 ayat (1) 
UU no.4/2004)

e. Dalam mempert�mbangkan berat 
r�ngannya p�dana, hak�m waj�b 
memperhat�kan s�fat yang ba�k 
dan yang jahat dar� terdakwa 
(pasal 8 ayat (2).

f. D�larang menolak atau waj�b 
memer�ksa, mengad�l�, dan 
memutus perkara yang d�ajukan 
dengan alasan hukumnya t�dak 
ada atau kurang jelas (Pasal 10 
Ayat (1)) dan mengusahakan 
penyelesa�an perkara perdata 
secara dama� (Pasal 10 Ayat 
(2)).

g. Menyertakan pert�mbangan 
dan pendapatnya secara tertul�s 
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10 Syahr�zal Abbas, Op. Cit., hlm. 312.
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dalam set�ap putusan pengad�lan 
dan set�ap perbedaan pandangan 
waj�b d�muat dalam putusan 
(Pasal 14 Ayat (2) dan (3)).

h. Mengundurkan d�r� dar� 
pers�dangan apab�la mempunya� 
hubungan keluarga sampa� 
derajat ket�ga atau hubungan 
suam� �str� mesk�pun telah 
bercera� dengan ketua,salah 
seorang hak�m anggota, jaksa, 
advokat, atau pan�tera (pasal 17 
Ayat (3)).

�. Mengundurkan d�r� dar� 
pers�dangan apab�la mempunya� 
hubungan keluarga sedarah atau 
semenda sampa� derajat ket�ga 
dan hubungan suam� atau �str� 
mesk�pun telah bercera� dengan 
yang d�ad�l� atau advokat (pasal 
17 Ayat (4)).

j. Mundur dengan �n�s�at�f send�r� 
dar� pers�dangan apab�la 
mempunya� kepent�ngan 
langsung atau t�dak langsung 
dengan perkara yang 
d�pers�dangkan (pasal 17 Ayat 
(5)).

k. Sebelum memangku jabatannya 
hak�m waj�b melakukan sumpah 
jabatannya (pasal 30 ayat (1) UU 
No.4/2004)

l. Mem�l�k� �ntegr�tas dan 
kepr�bad�an yang t�dak 
tercela,jujur,ad�l.profes�onal,dan 
berpengalaman d� b�dang hukum 
(pasal 31 UU No.4/2004)

m. Mengedepankan atau 
menjunjung t�ngg� kemand�r�an 

perad�lan (pasal 32 UU 
No.4/2004)

n. Mampu member�kan suatu 
pert�mbangan atau pendapat 
tertul�s terhadap perkara yang 
sedang d�per�ksa dan menjad� 
bag�an yang tak terp�sahkan dar� 
putusan.(pasal 19 UU ayat (4) 
UU No.4/2004)

o. T�dak d�perkenankan melakukan 
penolakan terhadap perkara (pasal 
16 ayat (1) UU No.4/2004)

Dalam kapas�tasnya sebaga� 
seorang med�ator, hak�m sama sekal� 
harus mengaba�kan penerapan hukum 
pos�t�f. Med�as� adalah penyelesa�an 
yang bertujuan untuk member�kan 
has�l akh�r yang w�n-w�n solut�on. 
Seorang med�ator bukanlah seorang 
hak�m yang dapat memutuskan 
perkara berdasarkan pada fakta-fakta 
hukum.11

3.3 Dampak keberadaan Perma 
1/2008 terhadap tugas dan 
fungsi hakim dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 
2009 
Sejak peng�ntegras�an med�as� 

melalu� Perma 1/2008, hak�m yang 
awalnya hanya fokus pada penyelesa�an 
perkara ba�k perdata maupun p�dana 
secara adjud�kas� atau memutus, 
mem�l�k� kewaj�ban la�n ya�tu 
menjalankan fungs� med�ator. Kedua 
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11 John M�chael Haynes, Gretchen L. Haynes 
dan Larry Sun Fong, 2004, Mediation: 
Postive Conflict Management, New York: 
Suny Press, hlm. 5.
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peran tersebut karakter�st�knya sangat 
bertentangan satu sama la�n, sedangkan 
Perma 1/2008 t�dak mewaj�bkan 
hak�m untuk mendapatkan semacam 
pelat�han med�ator terleb�h dahulu. 
Tugas dan fungs� dar� med�ator, antara 
la�n:12

a.  Mempers�apkan usulan jadwal 
pertemuan med�as� bag� para 
p�hak untuk d�bahas dan 
d�sepakat� (Pasal 15 Ayat (1) 
Perma 1/2008);

b. Mendorong para p�hak untuk 
berperan langsung/akt�f dalam 
proses med�as� (Pasal 15 Ayat 
(2) Perma 1/2008);

d. Melakukan kaukus, apab�la 
d�anggap perlu (Pasal 15 Ayat 
(3) Perma 1/2008);

e. Med�ator waj�b mendorong para 
p�hak untuk menelusur� dan 
menggal� kepent�ngan mereka 
dan mencar� berbaga� p�l�han 
penyelesa�an sengketa yang 
terba�k bag� para p�hak (Pasal 15 
Ayat (4) Perma 1/2008).

f. Waj�b mentaat� pedoman per�laku 
med�ator yang d�tetapkan oleh 
Mahkamah Agung atau d�sebut 
Kode Et�k Med�ator (Pasal 24 
Ayat (1) dan (2) Perma 1/2008).
Sela�n �tu dalam proses med�as� 

terdapat kaukus, ya�tu pertemuan 
sep�hak antara med�ator dengan salah 
satu p�hak tanpa d�had�r� oleh p�hak 
la�nnya.13 Dalam proses �n� hak�m 

sebaga� med�ator waj�b melakukan 
penggal�an terhadap hal-hal yang 
sebelumnya sul�t d�ungkapkan, 
b�asanya hal �n� karena terka�t masalah 
harga d�r� dan gengs�. Apalag� bag� 
p�hak yang merasa nama ba�knya sudah 
d�cemar� melalu� adanya gugatan oleh 
p�hak satunya lag�.

Dalam proses med�as� 
seorang med�ator akan member�kan 
rekomendas� kepada para p�hak 
untuk mengarahkan para p�hak pada 
sebuah kesepakatan dama�. Walaupun 
keputusan mengena� dapat d�ter�ma 
atau t�daknya rekomendas� �tu tetap 
berada d� tangan para p�hak. Hal 
�n� bertentangan dengan Kode Et�k 
Hak�m dan Pr�ns�p-Pr�ns�p Bangalore 
tentang Per�laku Hak�m 2002, 
khususnya tentang kemand�r�an, 
ket�dakberp�hakan dan �ntegr�tas 
hak�m. 

Landasan yur�d�s yang 
member�kan jam�nan terhadap 
eks�stens� med�ator yud�s�al non 
hak�m dalam ketentuan Perma 1/2008, 
hanya rumusan mat� saja. Penyebab 
la�n ket�adaan penggunaan med�ator 
yud�s�al non hak�m dalam proses 
med�as� d� pengad�lan, antara la�n 
d�sebabkan:
a. Med�ator non hak�m berbayar, 

art�nya untuk menggunakan 
jasanya para p�hak d�bebankan 
b�aya tambahan;

b. T�dak ada ke�ng�nan dar� MA 
untuk member�kan ruang 
pengad�lan untuk med�as� secara 
grat�s sama sepert� penggunaan 
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12 W�ldan Suyuth� Mustofa, 2013, Kode Et�k 
Hak�m, Kencana, Jakarta, hlm. 55. 

13 A. Syukur Fatah�llah, 2012, Mediasi Yudisial 
Di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 
hlm. 39.
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jasa med�ator hak�m kepada 
med�ator non hak�m;

c. Adanya perseps� bahwa ruang 
pengad�lan bukan untuk orang 
luar;

d. Kekhawat�ran berkompetens� 
dengan med�ator non hak�m 
untuk mencapa� keberhas�lan 
med�as�. 

Kond�s� d�atas, juga akan 
ditinjau dari Teori Efektifitas Hukum 
dar� Soerjono Soekanto, yang terd�r� 
dar�:14

a.  Struktur hukum;
Terl�hat bahwa keberadaan 

Perma 2008 telah member�kan hak�m 
tugas dan fungs� yang melah�rkan 
kewaj�ban baru bag� hak�m, khususnya 
dalam menyelesa�kan perkara perdata 
d� pengad�lan. Seh�ngga hak�m t�dak 
hanya bertugas mener�ma, memer�ksa 
dan memutus perkara yang masuk 
ke pengad�lan saja, mela�nkan juga 
bertugas menjalankan fungs� sebaga� 
med�ator yud�s�al. Hal �n� men�mbulkan 
hambatan karena jumlah hak�m d� 
pengad�lan sangat terbatas jumlahnya. 

Keberadaan med�ator non hak�m 
d� pengad�lan hanya sekedar pajangan 
saja dan landasan yur�d�s keberadaan 
med�ator non hak�m dalam Perma 2008 
hanya menjad� rumusan mat� belaka. 
Dalam proses med�as� yud�s�al t�dak 
satupun perkara yang menggunakan 

jasa med�ator �n�. Seh�ngga 
menyebabkan hak�m yang jumlahnya 
memang sudah sangat terbatas harus 
menjalankan fungs� tambahan ya�tu 
memed�as�. Hal �n� berak�bat adanya 
anggapan bahwa penyelesa�an perkara 
perdata mengalam� penundaan 
secara t�dak efekt�f selama 40 har� 
kerja, apalag� �ntens�tas keberhas�lan 
med�as� sangat amat jarang. Bahkan, 
dalam satu l�ngkungan pengad�lan 
t�dak pernah mencatat sama sekal� 
mengena� adanya keberhas�lan med�as� 
d� l�ngkungannya.15

b.  Substans� hukum;
Bahwa Perma 1/2008 seharusnya 

mengatur leb�h jelas dan terper�nc� 
mengena� pembebanan tugas bag� 
hak�m menjalankan fungs� med�ator. 
Hak�m pemer�ksa perkara yang sama 
seba�knya t�dak boleh melakukan 
med�as� terhadap kasus yang sama 
karena dapat mengancam kemand�r�an, 
ket�dakberp�hakan dan �ntegr�tas hak�m 
d� mata masyarakat pencar� kead�lan.
c.  Sarana dan Prasarana;

Mahkamah Agung sebaga� p�hak 
yang mengeluarkan produk hukum 
berupa perma, d�rasa belum opt�mal 
dalam mengupayakan ruang med�as� 
yang layak d� t�ap-t�ap pengad�lan. 
Seh�ngga dapat menyebabkan 
pelaksanaan proses med�as� menjad� 
kurang efekt�f karena adanya rasa 
t�dak nyaman dan kurang menjam�n 
pr�vas� para p�hak pada saat proses 
berlangsung. Sela�n �tu, Mahkamah 
Agung juga seharusnya mereal�sas�kan 
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14 Sal�m dan Erl�es Sept�ana Nurban�, 2014, 
Buku Kedua: Penerapan Teori Hukum 
Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, 
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�nsent�f bag� hak�m yang berhas�l 
menjalankan fungs� med�ator, seh�ngga 
mampu men�ngkatkan mot�vas� hak�m 
untuk benar-benar menyukseskan 
bersama �mplementas� Perma 2008.
d.  Budaya Hukum;

Budaya hukum masyarakat, 
khususnya para pencar� kead�lan 
terl�hat mas�h kurang memaham� 
tujuan dan makna keberadaan 
med�as� yud�s�al. Sela�n �tu mereka 
menganggap med�as� yud�s�al hanya 
mengulur-ulur waktu penyelesa�an 
karena sebelum gugatan d�ajukan salah 
satu p�hak khususnya penggugat sudah 
pernah mengupayakan penyelesa�an 
secara kekeluargaan dengan tergugat 
d� luar pengad�lan. T�dak adanya 
reaks� atau tanggapan sepert� yang 
d�harapkanlah, yang kemud�an 
menyebabkan gugatan d�ajukan. 
Walaupun l�t�gas� d�rasa sangat kaku, 
namun pal�ng t�dak d�rasa leb�h mampu 
member�kan suatu kepast�an hukum 
bag� p�hak yang �ng�n mendapatkan 
kead�lan.16 Hal �n� d�tunjukkan 
dengan �ntens�tas ket�dakhad�ran para 
p�hak yang d�sengaja dalam proses 
med�as�. Ket�dakhad�ran �n� berak�bat 
gagalnya med�as� tersebut, seh�ngga 
perkara akan d�lanjutkan ke proses 
pers�dangan. Kemud�an d�t�njau dar� 
budaya hukum penegak hukumnya 
ya�tu med�ator hak�m yang selama �n� 
mendom�nas� seluruh med�as� perkara 
perdata d� pengad�lan, tampak kurang 
bersemangat untuk �kut menyukseskan 
�mplementas� Perma 2008. Hal �n� 

t�dak dapat d�salahkan, karena �nsent�f 
dan jenjang kar�er yang d�janj�kan 
oleh Mahkamah Agung untuk hak�m, 
sepert� yang tertul�s dalam ketentuan 
Pasal 25 Perma 1/2008 bag� hak�m 
yang berhas�l menjalankan fungs� 
med�ator, belum dapat tereal�sas�kan.

IV.  PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Dar� pembahasan d� atas dapatlah 
d�tar�k suatu kes�mpulan, ya�tu :
a. Berdasarkan penelusuran yang 

d�lakukan, mengena� tugas 
dan fungs� hak�m setelah 
peng�ntegras�an med�as� melalu� 
Perma 1/2008 telah member�kan 
hak�m tugas dan fungs� baru yang 
mengak�batkan bertambahnya 
kewaj�ban yang harus d�p�kul 
oleh hak�m. Sela�n �tu hak�m 
yang tunduk pada Kode Et�k 
Profes� Hak�m juga waj�b tunduk 
pada Kode Et�k Med�ator. 

b. Ak�bat dar� kedudukan dan peran 
ganda hak�m d� pengad�lan adalah 
penumpukan berkas perkara tetap 
saja terjad� karena jumlah hak�m 
t�dak seband�ng dengan �ntens�tas 
perkara yang masuk dan juga 
d�sebabkan karena hak�m yang 
mendom�nas� proses med�as� 
yud�s�al mas�h sangat jarang 
menemu� keberhas�lan. Seh�ngga 
keberadaan med�as� hanya 
menjad� terkesan mengulur-ulur 
waktu penyelesa�an perkara.
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4.2 Saran
1. Agar Mahkamah Agung mengatur 

leb�h jelas mengena� keterl�batan 
hak�m dalam proses med�as� 
dengan mempert�mbangkan 
konsekuens�nya bag� hak�m 
yang telah mem�l�k� Kode Et�k 
tersend�r�, seh�ngga t�dak ada 
perseps� yang memb�ngungkan 
d� kalangan masyarakat tentang 
profes� hak�m yang menyandang 
dua profes� ya�tu hak�m dan 
med�ator yang sama-sama 
mem�l�k� Kode Et�k Profes� 
mas�ng-mas�ng.

2. Sangat pent�ng agar Mahkamah 
Agung leb�h memperhat�kan 
dampak dar� substans� Perma 
1/2008 yang mel�batkan hak�m, 
khususnya hak�m pemer�ksa 
pokok perkara yang sama dalam 
proses med�as� yud�s�al. Hal �n� 
dapat mengancam kemand�r�an, 
ket�dakberp�hakan dan �ntegr�tas 
hak�m seh�ngga kepercayaan 
masyarakat kepada Lembaga 
Perad�lan akan terancam. Sela�n 
�tu, agar �mplementas� Perma 
1/2008 benar-benar dapat 
mencapa� tujuannya dalam 
mengurang� penumpukan berkas 
perkara.
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